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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi etika pelayanan publik serta mengidentifikasi tantangan tata 
kelola pemerintahan desa melalui pendekatan konfiguratif. Fokus kajian diarahkan pada penerapan prinsip 
equality, loyalty, dan responsibility dalam praktik pelayanan administrasi desa. Penelitian menggunakan 
pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi untuk memperoleh 
pemahaman komprehensif mengenai dinamika etika pelayanan di tingkat desa. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa ketiga prinsip etika telah diimplementasikan secara normatif dan prosedural, tercermin dalam pelayanan 
formal yang tidak diskriminatif, kepatuhan aparatur terhadap regulasi, serta responsivitas dalam penyelesaian 
administrasi. Namun demikian, implementasi tersebut dipengaruhi oleh keterbatasan kapasitas sumber daya 
manusia, beban kerja administratif, serta relasi sosial komunitarian yang membentuk ruang diskresi aparatur. 
Temuan ini menegaskan bahwa etika pelayanan publik di tingkat desa bukan hanya persoalan integritas 
individual, melainkan hasil interaksi antara budaya sosial lokal, diskresi aparatur, dan desain kelembagaan. 
Penelitian ini berkontribusi melalui perumusan model konfiguratif etika pelayanan desa yang memperkuat 
pemahaman mengenai hubungan antara nilai etis dan kualitas tata kelola pemerintahan lokal. 

Kata Kunci: etika pelayanan publik; tata kelola desa; akuntabilitas; pemerintahan desa; good governance. 

Abstract 

This study aims to analyze the implementation of public service ethics and to identify governance challenges in village 
administration through a configurative approach. The study focuses on the application of the principles of equality, loyalty, 
and responsibility in village administrative services. A qualitative method was employed using in-depth interviews, 
observation, and documentation to gain a comprehensive understanding of ethical practices at the village level. The findings 
indicate that these ethical principles have been implemented normatively and procedurally, reflected in formally non-
discriminatory services, regulatory compliance, and administrative responsiveness. However, their implementation is 
influenced by limited human resource capacity, administrative workload, and close-knit social relations that shape 
bureaucratic discretion. The study highlights that public service ethics in village governance is not merely a matter of 
individual integrity, but rather the outcome of interactions among local social culture, street-level discretion, and 
institutional design. This research contributes by proposing a configurative model of village service ethics, offering a deeper 
understanding of the relationship between ethical values and the quality of local governance. 

Keywords: public service ethics; village governance; accountability; village administration; good governance. 
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PENDAHULUAN  

Pelayanan publik merupakan salah satu 

instrumen utama dalam menilai kualitas tata kelola 

pemerintahan di berbagai tingkat pemerintahan, 

termasuk pemerintahan desa (Mozin & Isa, 2023). 

Pelayanan publik yang baik tidak hanya berkaitan 

dengan aspek teknis dan administratif, tetapi juga 

berkaitan dengan dimensi moral dan etika dalam 

perilaku aparatur pemerintah (Pamungkas & 

Munawir, 2025). Sebagai ujung tombak pelayanan 

kepada masyarakat, pemerintahan desa memiliki 

tanggung jawab langsung dalam menghadirkan 

layanan yang adil, transparan, akuntabel, dan 

profesional (Zaitul et al., 2023). Namun dalam 

praktiknya, penyelenggaraan pelayanan publik 

masih sering diwarnai berbagai permasalahan etis 

yang mengurangi kualitas layanan dan kepercayaan 

masyarakat terhadap pemerintah desa (Fiva et al., 

2025; Zavattaro & Bearfield, 2022). Hal ini 

menimbulkan dilema antara tuntutan administratif 

dan kebutuhan etis dalam interaksi antara aparatur 

desa dan warga masyarakat. 

Etika pelayanan publik mengacu pada prinsip-

prinsip moral dan nilai yang harus dijunjung oleh 

penyelenggara negara dalam menjalankan tugasnya 

memberikan layanan kepada publik (Pamungkas & 

Munawir, 2025). Nilai-nilai seperti integritas, 

kejujuran, tanggung jawab, dan ketidakberpihakan 

menjadi unsur penting dalam praktik pelayanan 

yang bermutu. Penelitian literatur menunjukkan 

bahwa etika publik memiliki peran fundamental 

dalam membangun kepercayaan masyarakat dan 

menyokong tata kelola pemerintahan yang baik 

(good governance) (Fiva et al., 2025). Misalnya, etika 

pelayanan publik terbukti berkontribusi pada 

peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan 

profesionalisme dalam layanan publik (Wirasanti & 

Darmi, 2024). 

Di tingkat desa, konteks etika pelayanan publik 

menjadi semakin kompleks karena aparatur desa 

tidak hanya berperan sebagai birokrat formal, tetapi 

juga sebagai bagian dari komunitas sosial yang 

dekat dengan warganya. Kedekatan sosial ini bisa 

menjadi peluang untuk memperkuat koordinasi dan 

responsivitas, namun juga dapat menjadi sumber 

konflik etis karena hubungan personal dapat 

memengaruhi objektivitas dalam pemberian 

layanan. Penelitian di beberapa kelurahan 

menunjukkan bahwa keberadaan etika pelayanan 

yang belum sepenuhnya tertanam banyak berujung 

pada perilaku diskriminatif, kurangnya 

kedisiplinan, dan bahkan nepotisme dalam 

pelayanan administratif (Anisa et al., 2025). Temuan 

serupa dalam penelitian yang memfokuskan pada 

birokrasi di wilayah pemerintahan lain, di mana 

tantangan etika birokrasi berhubungan erat dengan 

praktik diskriminasi, rendahnya profesionalisme 

pegawai, serta budaya organisasi yang belum 

mendukung pelayanan bermoral tinggi (Thomann 

et al., 2025; Pamungkas & Munawir, 2025; Novita et 

al., 2026). 

Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa 

implementasi etika dalam pelayanan publik bukan 

hanya tergantung pada adanya kebijakan formal 

atau aturan tertulis, tetapi juga dipengaruhi oleh 

cultural setting dan dinamika relasi sosial di 

lingkungan pemerintahan desa. Dalam praktik 

pelayanan publik di desa, terkadang banyak 

ketidaksesuaian antara nilai ideal pelayanan yang 

diatur secara normatif dengan praktik pelayanan 

yang dijalankan di lapangan. Ketidaksesuaian ini 

muncul dalam bentuk pelayanan yang tidak 

konsisten, kurangnya sistem evaluasi berbasis 

kinerja, serta rendahnya kesadaran aparatur 

terhadap pentingnya internalisasi etika dalam 

semua aspek pelayanan (Zavattaro & Bearfield, 

2022). 

Literatur pelayanan publik di tingkat desa 

masih terbatas dibandingkan tingkat daerah dan 

pusat, serta cenderung berfokus pada aspek teknis 

atau good governance tanpa mengkaji dimensi etika 

secara mendalam. Selain itu, penelitian sebelumnya 

umumnya bersifat deskriptif dan belum 

mengakomodasi karakteristik khas desa yang 

ditandai oleh interaksi sosial yang erat antara 

aparatur dan masyarakat. Padahal, kedekatan relasi 

ini berimplikasi pada potensi bias, konflik 

kepentingan, serta pengaruh norma sosial terhadap 
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profesionalisme pelayanan. Kondisi ini 

menunjukkan adanya kesenjangan penelitian 

(research gap) dalam memahami bagaimana etika 

pelayanan publik diimplementasikan secara nyata 

dalam konteks pemerintahan desa, khususnya 

dalam menghadapi dinamika struktural dan 

kultural yang memengaruhi konsistensi penerapan 

nilai etika. 

Pendekatan pemecahan masalah yang 

digunakan dalam penelitian ini didasarkan pada 

analisis integratif antara indikator etika pelayanan 

dan dinamika kebijakan lokal. Penelitian tidak 

hanya menggambarkan fenomena pelayanan secara 

deskriptif, tetapi berusaha mengidentifikasi 

keterkaitan antara prinsip etika seperti equality, 

loyalty, dan responsibility dengan tingkat konsistensi 

pelayanan yang dijalankan aparatur desa. Dengan 

demikian, pendekatan ini menempatkan etika 

bukan semata sebagai variabel pengukuran tetapi 

sebagai perspektif analitis dalam memahami tata 

kelola pemerintahan desa secara menyeluruh. 

Kontribusi penelitian ini bersifat teoritis dan 

praktis. Secara teoritis, penelitian ini memperluas 

kajian administrasi publik dengan menempatkan 

etika pelayanan publik sebagai variabel sentral 

dalam analisis tata kelola desa, sebuah area yang 

selama ini belum banyak mendapatkan perhatian 

dalam literatur akademik. Secara praktis, hasil 

penelitian diharapkan dapat memberikan masukan 

bagi pembuat kebijakan desa dan pengelola 

administrasi publik untuk merumuskan strategi 

peningkatan kualitas layanan yang lebih etis dan 

responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan 

demikian, penelitian ini juga dapat menjadi 

referensi penting bagi upaya penguatan kapasitas 

aparat desa dalam menerapkan prinsip-prinsip etika 

pelayanan secara konsisten dan sistematis. 

TINJAUAN PUSTAKA 

Etika Pelayanan Publik  

Etika pelayanan publik merupakan elemen 

fundamental dalam kajian administrasi publik 

modern karena berperan sebagai fondasi moral 

yang menentukan kualitas tata kelola pemerintahan 

dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap 

birokrasi. Dalam praktiknya, etika tidak hanya 

dimaknai sebagai kepatuhan terhadap aturan 

formal, tetapi juga sebagai proses internalisasi nilai 

integritas, keadilan, dan tanggung jawab dalam 

tindakan aparatur. Sejumlah studi menunjukkan 

bahwa keberadaan etika pelayanan publik 

berkontribusi dalam meminimalkan 

maladministrasi, meningkatkan transparansi, serta 

membangun hubungan kepercayaan antara 

pemerintah dan masyarakat (Pamungkas & 

Munawir, 2025). Namun demikian, tantangan 

utama bukan terletak pada ketersediaan norma 

etika, melainkan pada bagaimana nilai tersebut 

diimplementasikan secara konsisten dalam praktik 

pelayanan. 

Dalam konteks ini, prinsip-prinsip etika 

administrasi seperti equality, loyalty, dan 

responsibility tidak hanya berfungsi sebagai standar 

normatif, tetapi juga sebagai instrumen analitis 

untuk menilai kualitas interaksi antara aparatur dan 

masyarakat. Ketiga prinsip tersebut 

merepresentasikan dimensi keadilan pelayanan, 

kepatuhan terhadap sistem, serta akuntabilitas atas 

hasil pelayanan yang diberikan (Jama, 2023; 

Timbuleng et al., 2023). Dengan demikian, etika 

pelayanan publik tidak dapat dipahami secara 

terpisah sebagai norma abstrak, tetapi harus dilihat 

sebagai praktik yang dikonstruksi dalam konteks 

organisasi dan lingkungan sosial tempat aparatur 

bekerja. 

Tantangan Implementasi Etika dalam Layanan 

Pemerintah Lokal 

Meskipun etika pelayanan publik telah 

diinstitusionalisasikan dalam berbagai regulasi, 

implementasinya di tingkat pemerintahan lokal 

sering menghadapi hambatan struktural dan 

kultural. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa 

keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, beban 

kerja administratif, serta lemahnya sistem evaluasi 

kinerja menjadi faktor utama yang menghambat 

konsistensi penerapan nilai etika dalam pelayanan 

(Thomann et al., 2025; Croitoru & Bercu, 2024). 

Selain itu, budaya birokrasi yang masih dipengaruhi 

praktik informal dan jaringan sosial turut 
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memengaruhi independensi aparatur dalam 

memberikan pelayanan yang adil dan objektif 

(Anuang et al., 2023; Rifnaldi et al., 2025). 

Temuan empiris juga menegaskan bahwa 

lemahnya internalisasi nilai etika menyebabkan 

implementasi etika cenderung bersifat formalistik, 

di mana kepatuhan terhadap aturan tidak selalu 

sejalan dengan praktik pelayanan yang berintegritas 

(Demir et al., 2023; Aditio et al., 2025). Kondisi ini 

menunjukkan bahwa etika pelayanan publik tidak 

cukup dipahami sebagai perangkat regulatif, tetapi 

harus didukung oleh budaya organisasi dan 

mekanisme pengawasan yang mampu memastikan 

keberlanjutan praktik etis dalam pelayanan publik. 

Etika dan Good Governance 

Dalam kerangka teoritis, konsep good 

governance menjadi landasan penting untuk 

memahami hubungan antara etika pelayanan publik 

dan kualitas tata kelola pemerintahan. Prinsip-

prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, 

partisipasi, dan efektivitas merupakan indikator 

yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga 

mencerminkan dimensi etika dalam 

penyelenggaraan pemerintahan (Rohman & 

Trihardianto, 2019). Dengan kata lain, good 

governance tidak dapat terwujud tanpa adanya 

internalisasi nilai etika dalam perilaku aparatur. 

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa 

integrasi antara etika pelayanan dan praktik good 

governance dapat memperkuat akuntabilitas, 

meminimalkan konflik kepentingan, serta 

meningkatkan kualitas pelayanan publik 

(Pamungkas & Munawir, 2025). Namun demikian, 

tantangan implementasi di tingkat lokal 

menunjukkan bahwa keterbatasan kapasitas 

aparatur dan lemahnya sistem manajemen kinerja 

masih menjadi hambatan dalam mewujudkan tata 

kelola yang etis dan responsif (Poljašević et al., 2025; 

Sa’diah et al., 2025). Hal ini menegaskan bahwa etika 

dan good governance merupakan dua konsep yang 

saling terkait dan harus diimplementasikan secara 

simultan. 

 

Etika dalam Konteks Pemerintahan Desa 

Dalam konteks pemerintahan desa, etika 

pelayanan publik menghadapi dinamika yang lebih 

kompleks karena dipengaruhi oleh relasi sosial yang 

bersifat komunitarian. Kedekatan antara aparatur 

dan masyarakat menciptakan ruang interaksi yang 

intens, yang di satu sisi meningkatkan pemahaman 

terhadap kebutuhan warga, tetapi di sisi lain 

berpotensi menimbulkan bias, konflik kepentingan, 

dan ketidaksetaraan dalam pelayanan (Puhi et al., 

2025). 

Penelitian empiris menunjukkan bahwa 

penerapan prinsip etika di tingkat desa sering kali 

dipengaruhi oleh norma sosial lokal yang kuat, 

sehingga aparatur dihadapkan pada dilema antara 

tuntutan profesionalisme dan tekanan sosial 

komunitas (Timbuleng et al., 2023). Dalam situasi 

ini, etika pelayanan tidak hanya ditentukan oleh 

kepatuhan terhadap aturan formal, tetapi juga oleh 

kemampuan aparatur dalam mengelola relasi sosial 

secara profesional (Demir et al., 2023). Dengan 

demikian, konteks desa memperlihatkan bahwa 

implementasi etika pelayanan publik merupakan 

hasil interaksi antara struktur organisasi, nilai 

normatif, dan dinamika sosial lokal yang 

membentuk praktik pelayanan secara nyata. 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan 

kualitatif dengan desain deskriptif-analitis untuk 

memahami secara mendalam implementasi etika 

pelayanan publik dalam konteks pemerintahan desa 

serta dinamika struktural dan kultural yang 

memengaruhinya. Pendekatan ini memungkinkan 

peneliti mengeksplorasi makna, persepsi, dan 

praktik etika aparatur dalam situasi pelayanan 

nyata yang bersifat kontekstual dan kompleks 

(Creswell & Poth, 2021). Penelitian dilaksanakan di 

Desa Pendem, Kecamatan Junrejo, Kota Batu, yang 

dipilih secara purposif karena memiliki intensitas 

pelayanan administrasi yang tinggi serta dinamika 

sosial yang khas sebagai wilayah penyangga 

perkotaan. Waktu penelitian berlangsung pada 

bulan Mei hingga Juli 2025. 
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Fokus penelitian diarahkan pada implementasi 

etika pelayanan publik melalui tiga dimensi utama, 

yaitu equality (persamaan perlakuan tanpa 

diskriminasi), loyalty (kepatuhan terhadap regulasi 

dan komitmen organisasi), dan responsibility 

(tanggung jawab dan akuntabilitas aparatur 

terhadap kualitas layanan). Ketiga dimensi ini 

digunakan sebagai kerangka analitis untuk menilai 

konsistensi praktik pelayanan publik di tingkat 

desa. 

Informan penelitian ditentukan dengan teknik 

purposive sampling, yaitu individu yang memiliki 

keterlibatan langsung dalam proses pelayanan 

publik. Informan terdiri dari enam orang, meliputi 

Kepala Desa, Kepala Seksi Pelayanan, Perangkat 

Desa yang terlibat dalam administrasi, serta tiga 

orang masyarakat pengguna layanan. Teknik ini 

digunakan untuk memastikan bahwa informan 

memiliki pengalaman dan pengetahuan yang 

relevan terhadap implementasi etika pelayanan 

publik (Miles et al., 2014). 

Pengumpulan data dilakukan melalui 

wawancara mendalam (in-depth interview) semi-

terstruktur, observasi partisipatif terbatas terhadap 

proses pelayanan administratif, serta studi 

dokumentasi berupa SOP, arsip pelayanan, dan 

dokumen pendukung lainnya. Triangulasi teknik 

digunakan untuk meningkatkan validitas data 

dengan mengombinasikan berbagai sumber 

informasi (Flick, 2022). 

Analisis data menggunakan model interaktif 

dari Miles et al. (2014) yang meliputi kondensasi 

data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan 

dan verifikasi. Keabsahan data diuji melalui 

triangulasi sumber dan teknik serta member 

checking kepada informan untuk memastikan 

kesesuaian interpretasi peneliti dengan realitas 

empiris. Pendekatan ini bertujuan menjaga 

kredibilitas dan konsistensi hasil penelitian sesuai 

standar penelitian kualitatif kontemporer (Creswell 

& Poth, 2021). 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Temuan penelitian menunjukkan bahwa 

implementasi etika pelayanan publik di Desa 

Pendem tidak dapat dipahami semata sebagai 

kepatuhan administratif terhadap standar 

pelayanan, melainkan sebagai hasil interaksi antara 

nilai normatif, diskresi aparatur, kapasitas 

organisasi, dan kultur sosial lokal. Dengan 

menggunakan pendekatan analisis kualitatif yang 

durumuskan Creswell & Poth (2021) dan Miles et al. 

(2014), hasil penelitian ini memperlihatkan pola 

relasional antar dimensi etika, yakni equality, loyalty, 

dan responsibility yang tidak berdiri sendiri, tetapi 

saling memengaruhi dalam praktik pelayanan 

sehari-hari. Untuk memperjelas posisi temuan 

terhadap literatur, berikut matriks sintesis analitis: 

Tabel 1. Matriks Sintesis Analitis 

Dimensi 
Capaian 

Empiris 

Ketegangan 

Struktural 

Implikasi 

Teoretis 

Equality Standar 

pelayanan 

berlaku 

umum; 

tidak ada 

pungutan 

liar 

Diskresi 

berbasis 

relasi sosial 

Equality bersifat 

prosedural 

tetapi belum 

sepenuhnya 

bebas dari bias 

relasional 

Loyalty Kepatuhan 

terhadap 

SOP dan 

regulasi 

Keterbatasan 

SDM dan 

perangkapan 

tugas 

Loyalitas 

normatif kuat, 

tetapi belum 

ditopang 

manajemen 

SDM yang 

optimal 

Responsibility Pelayanan 

tuntas dan 

komunikatif 

Belum ada 

sistem 

evaluasi 

kinerja 

terukur 

Responsibility 

dominan pada 

level individual, 

belum ter-

institusionalisasi 

Sumber: Diolah Peneliti, 2026 

Tabel 1 mengindikasikan bahwa implementasi 

etika pelayanan di Desa Pendem masih berada pada 

tahap normatif, di mana nilai-nilai etika telah 

diadopsi secara formal namun belum sepenuhnya 

terinternalisasi dalam praktik kelembagaan. 

Ketegangan yang muncul menunjukkan adanya 

kesenjangan antara standar prosedural dengan 

realitas sosial yang memengaruhi pelaksanaan 

pelayanan. Hal ini menegaskan bahwa keberhasilan 

etika pelayanan tidak cukup diukur dari kepatuhan 

terhadap aturan, tetapi dari sejauh mana nilai 
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tersebut terlembagakan dalam sistem organisasi, 

didukung oleh kapasitas aparatur, serta diperkuat 

melalui mekanisme evaluasi yang konsisten. 

Dengan demikian, kualitas pelayanan publik di 

tingkat desa sangat ditentukan oleh proses 

institusionalisasi etika, bukan sekadar keberadaan 

norma formal. 

Implementasi Prinsip Equality dalam Pelayanan 

Desa 

Secara prosedural, Desa Pendem telah 

menerapkan prinsip persamaan perlakuan. Standar 

pelayanan terbuka dan berlaku bagi seluruh warga. 

Temuan ini sejalan dengan penelitian Anisa et al. 

(2025) dan Puhi et al. (2025), unit pemerintahan lokal 

umumnya telah memiliki kerangka normatif 

pelayanan yang relatif memadai. Namun, penelitian 

ini menemukan bahwa dalam situasi tertentu 

terdapat prioritas informal berbasis kedekatan 

sosial. Praktik tersebut tidak bersifat diskriminatif 

secara terbuka, tetapi menunjukkan adanya ruang 

diskresi yang dipengaruhi relasi sosial. 

Dalam perspektif street-level bureaucracy, 

diskresi merupakan elemen inheren dalam 

implementasi kebijakan publik pada level interaksi 

langsung (Aditio et al., 2025). Diskresi dapat 

meningkatkan responsivitas, tetapi juga berpotensi 

menciptakan inkonsistensi prosedural. Lebih lanjut, 

kajian equality menunjukkan bahwa diskriminasi 

birokratis sering terjadi dalam bentuk implisit 

melalui mekanisme nonformal (Thomann et al., 

2025). Temuan di Desa Pendem mengindikasikan 

bahwa equality telah terpenuhi secara administratif, 

tetapi masih dipengaruhi kultur sosial yang kuat. 

Dengan demikian, penelitian ini memperluas 

temuan sebelumnya dengan menunjukkan bahwa 

pada konteks desa, equality bukan sekadar isu 

regulatif, melainkan persoalan sosiologis yang 

melekat dalam relasi komunitas kecil. 

Implementasi Prinsip Loyalty terhadap Regulasi 

dan Organisasi 

Dimensi loyalty menunjukkan bahwa aparatur 

Desa Pendem memiliki kepatuhan yang baik 

terhadap regulasi dan SOP. Tidak ditemukan 

penyimpangan etis yang signifikan. Secara normatif, 

loyalitas ini selaras dengan pandangan Jama (2023), 

etika pelayanan berakar pada komitmen moral 

individu sebagai pelayan publik. Namun demikian, 

loyalitas normatif tidak secara otomatis 

menghasilkan efektivitas pelayanan. Pengembangan 

sumber daya manusia merupakan fondasi tata 

kelola yang baik. Dalam penelitian ini, keterbatasan 

aparatur menyebabkan perangkapan tugas yang 

berpotensi menimbulkan kelelahan administratif 

(Croitoru & Bercu, 2024). 

Temuan ini konsisten dengan Sa’diah et al. 

(2025), rendahnya tata kelola SDM berdampak pada 

efisiensi dan akuntabilitas pelayanan. Selain itu, 

Demir et al. (2023) menemukan bahwa budaya 

organisasi dan kepemimpinan etis berperan penting 

dalam menjaga konsistensi kinerja etis di 

pemerintah lokal. Dengan demikian, penelitian ini 

menunjukkan adanya ketegangan antara loyalitas 

sebagai komitmen nilai dan loyalitas sebagai 

kapasitas organisasi. Loyalitas aparatur di Desa 

Pendem kuat secara moral, tetapi memerlukan 

dukungan struktural agar berdampak sistemik. 

Implementasi Prinsip Responsibility dan 

Akuntabilitas Pelayanan 

Responsibility dalam penelitian ini tampak kuat 

pada level individual. Aparatur menyelesaikan 

pelayanan secara tuntas dan komunikatif. Hal ini 

mendukung temuan Pamungkas & Munawir (2025), 

etika berperan signifikan dalam meningkatkan 

kualitas pelayanan publik. Namun, penelitian ini 

juga menunjukkan bahwa mekanisme evaluasi 

berbasis kinerja belum terinstitusionalisasi secara 

sistematis. Tidak terdapat survei kepuasan 

masyarakat yang terukur maupun sistem 

pengaduan digital yang terdokumentasi. 

Dalam perspektif reformasi birokrasi dan good 

governance, akuntabilitas tidak cukup bertumpu 

pada integritas individu, melainkan harus 

didukung sistem pengawasan formal (Rohman & 

Trihardianto, 2019; Hanafi et al., 2019). Dengan 

demikian, responsibility di Desa Pendem dapat 

dikategorikan sebagai personal ethics-based 

accountability, belum sepenuhnya berkembang 

menjadi system-based accountability. 
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Konfigurasi Etika Pelayanan dalam Ruang Sosial 

Desa 

Berdasarkan sintesis temuan empiris dan dialog 

kritis dengan literatur yang ada, penelitian ini 

mengonstruksi sebuah model konfiguratif etika 

pelayanan desa. Model ini menegaskan bahwa 

implementasi equality, loyalty, dan responsibility tidak 

berjalan secara linear, melainkan terbentuk melalui 

interaksi dinamis antara diskresi aparatur, budaya 

sosial lokal, dan kapasitas organisasi. 

Berbeda dengan pendekatan normatif yang 

memandang etika sebagai seperangkat aturan yang 

tinggal diimplementasikan, penelitian ini 

menunjukkan bahwa pada konteks desa yang 

ditandai dengan kedekatan sosial dan relasi 

komunitarian yang kuat, etika pelayanan 

merupakan praktik sosial yang dinegosiasikan 

dalam keseharian birokrasi. 

 
Gambar 1. Model Konfiguratif Etika Pelayanan Desa 

Sumber: Diolah Peneliti, 2026 

Gambar 1 menegaskan bahwa etika pelayanan 

desa dipengaruhi oleh hubungan antara budaya 

sosial lokal dan diskresi aparatur yang memediasi 

penerapan nilai equality, loyalty, dan responsibility 

dalam praktik pelayanan. Implikasi dari model ini 

menunjukkan bahwa peningkatan kualitas 

pelayanan publik tidak cukup melalui penegakan 

aturan formal, tetapi memerlukan pengelolaan 

diskresi aparatur yang akuntabel serta penguatan 

sistem organisasi yang mampu menginternalisasi 

nilai etika secara konsisten. Oleh karena itu, 

kebijakan desa perlu diarahkan pada 

pengembangan kapasitas aparatur, pembentukan 

mekanisme pengawasan yang efektif, serta 

pengendalian pengaruh relasi sosial agar pelayanan 

tetap profesional dan berkeadilan. 

Kontribusi Teoretis dan Implikasi 

Penelitian ini menawarkan tiga kontribusi 

utama: 

1. Menunjukkan bahwa equality di tingkat desa 

bersifat prosedural tetapi masih dipengaruhi 

struktur sosial komunitas kecil. 

2. Mengidentifikasi adanya ketegangan antara 

loyalitas normatif dan kapasitas organisasi. 

3. Menegaskan bahwa responsibility cenderung 

berbasis personal, belum sepenuhnya 

terlembagakan secara optimal. 

Sejalan dengan Zaitul et al. (2023), tata kelola 

desa yang baik mensyaratkan integrasi antara etika 

individu, budaya organisasi, dan sistem 

kelembagaan. Penelitian ini menambahkan bahwa 

diskresi aparatur menjadi variabel mediasi yang 

krusial dalam menentukan apakah nilai etika akan 

terimplementasi secara konsisten atau justru 

terdistorsi oleh relasi sosial. 

Dengan demikian, etika pelayanan publik pada 

level desa bukan sekadar isu moral, tetapi 

merupakan konfigurasi dinamis antara norma, 

struktur, dan budaya sosial lokal. Pendekatan 

integratif inilah yang perlu dikembangkan untuk 

mentransformasikan etika pelayanan dari 

kepatuhan administratif menuju tata kelola desa 

yang berkeadilan dan berkelanjutan. 

PENUTUP 

Kesimpulan 

Penelitian ini menunjukkan bahwa 

implementasi etika pelayanan publik di 

Pemerintahan Desa Pendem merupakan hasil 

interaksi dinamis antara budaya sosial lokal, 

diskresi aparatur, dan struktur kelembagaan desa. 

Prinsip equality, loyalty, dan responsibility telah 

dijalankan secara normatif melalui standar 

operasional pelayanan dan komitmen aparatur. 
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Namun, pada tataran praksis, implementasinya 

masih dipengaruhi oleh keterbatasan kapasitas 

sumber daya manusia, beban administratif, serta 

relasi sosial komunitarian yang menjadi karakter 

khas pemerintahan desa. 

Temuan ini menegaskan bahwa etika pelayanan 

publik di tingkat desa tidak semata bergantung 

pada integritas individual, melainkan pada sejauh 

mana nilai etika terinstitusionalisasi dalam sistem 

organisasi dan mekanisme evaluasi kinerja. Diskresi 

aparatur menjadi faktor kunci yang dapat 

memperkuat maupun melemahkan prinsip equality, 

loyalty, dan responsibility. Dengan demikian, kualitas 

pelayanan publik desa sangat ditentukan oleh 

kemampuan tata kelola dalam mengelola diskresi, 

memperjelas standar kinerja, dan membangun 

budaya kerja yang konsisten serta akuntabel. 

Saran 

Penelitian ini terbatas pada satu lokus desa 

dengan pendekatan kualitatif, sehingga generalisasi 

temuan masih bersifat kontekstual. Penelitian 

selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan 

komparatif atau mixed methods untuk menguji 

konsistensi model pada konteks desa yang berbeda, 

sekaligus mengukur persepsi masyarakat secara 

lebih terstruktur terhadap implementasi prinsip 

etika pelayanan. 

Secara praktis, pemerintah desa perlu 

memperkuat institusionalisasi etika pelayanan 

melalui penyusunan indikator kinerja berbasis nilai 

etika, sistem evaluasi yang terdokumentasi, serta 

peningkatan kapasitas aparatur dalam pengelolaan 

diskresi. Penguatan ini penting untuk memastikan 

bahwa pelayanan publik desa tidak hanya berjalan 

secara prosedural, tetapi juga konsisten, adil, dan 

berorientasi pada akuntabilitas tata kelola. 
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